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Agenda penting dalam pembangunan bukum di Indonesia adalah masalab
pembaharuan hukum pidana. Baik dilibat dari segi bistoris politis atax
sosiologis; dirasakan perlu pembabarnan yang memuat nila ataw asas-asas
yang dapat diterima semua pibak. Di sintlab kontribusi Islar perin karena
ajarannya yang penuh dengan pertimbangan-pertimbangan bijak.

Selintas Tentang Pembaharuan
Hukum Pidana

Salah satu agenda penting dalam
pembangunan hukum di Indonesia
dewasa ini ialah masalah pembaharuan
hukum pidana. Ada heberapa alasan
yang merupakan iar belakang pen-
tingnya pembaharuan hukum pidana
tersebut. Pertama, dilihat dari segi his-
toris-politis, Kitab Undung-Undung Hu-

kum Pidana (KUHP) yang berlaku se-
karang ini adalah “warisan” dari masa
Hindin Belandt.

Sudah scharusnya setelal merdeka
kita memiliki suatu KUHP buaru, suatu
yang sesuai dengan jaman, kebutuhan
dan aspirasi bangsa yang telah mer-
deka. Dimilikinya KUHP nasional me-
rupakan suatu indikator yung menun-
jukkan kedaulatan yang sesungguhnya
dari suatu bangsa yang merdeka (ber-
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daulat secara politis dan yuridis). Justru
terasa janggal dalam iklim kemerde-
kaan, kita mempergunakan KUHP pro-
duk kolonial, di mana dalam beberapa
norma hukumnya sering diprakickkan
(baca ditegakkan) baik secara eksplisit
maupun seeara implisit etos kolonialis-
me. (Misalnya praktek penegakan pa-
sal-pasal tentang Haat Zai Artikelen).

Kedua, secara sosiolegis, KUHP ini
telah mencapai usit 374 (tiga seperent-
pat) abad lehih (hertaku di Indonesia
sefak tahun 1918). Dapat diduga buhwa
dalam rentang waktu yang denikian
lama ini, telah hanvak terjadi perubah-
an dakm masyamk:t Indonesia tempat
di mana KUHP produk kolonial terse-
but berlaku. Konsekuensinya, berbagai
norma yang terdapat i dalamnya
lambat lawn akan menjadi tidak sesuai
lagt. Berbagai ketentuan yang divujud-
kan oleh politik hukum pidana puda
neisa lampau yang mencerminkan ni-
kii-nilai netsyarakat terdahulu mengenai
apa yang baik (dipetbolehkan) dan
apa yang buruk (dilaring) dapatluh
kirmnya dipertanyakan tentang scjauh
mana relevansinya dengan kebutuhan
masyarakat sekarang ini.

Di samping ftu dari perspektif so-
stologis harus diakui bahwa beberipa
norma hukum dalam KUHP sekarang
(yang nota bene dulunya dibuat oleh
pemerintah kolonial Belanda) memang
kurang mencerminkan nilai-nilai yung
menjadi falsafah hidup dan diyaKini
oleh bangsa Indonesia (perhatikan mi-
sainya perumusan delik perzinaan se-
bagaimana tercantum dalam pasal 28+
KUHP). Sehingga perlu ada pembaha-
ruan hukum pidana yang lebih meng-

akar pada budayva hukum bangsa kita
sendiri.

Ketiga, secara praktis, KUIP yang
herlaku di Indonesia sckirang ini ninma
astinya menurut UU No. 11946 adalah
W S-N.I (Wethoek van Straf recht
voor Nederlands Indie). Suatu Kenva-
taan hahwa sampai st ini penterintah
Rl Belum pernah nienerbitkan suatu
buku terjenhan dari Wa.S-N.I yang
bersifat resmi sebagai pedoman. Oleh
karena - itulah dalim nmasyarakat ber-
edar banyak sekali KUHP teviemahan
yang disusun oleh beberapa pakar hu-
kum pidana Indonesia. Scperti KUHP
terjemaban Prof. Mochatno, SH., R.
sugandhi, $H.. R. Susilo, SH., dan luin-
lain. Terjenmhan tersebut, secarn ctimo-
logis tditinjau dari segt susunan hithasa
atau kalimut) selalu terdapat perbe-
daan-perbedaan, Hal inf mungkin ter-
fudi karena pemnhaman orang, terdapat
spirit dun makna bahasa hukum Be-
Iinda yang ada dalim W S-NT juga
berbeda-beda, Sementara stu dalam
realitasnya semakin sedikit pula di
antara pada hakim schagai penegak
hukum inti yang betul-betul memahimi
makna bahasa Belanda yang  tertuang
dalam W.v.$-N.I. Memperhatikan Faku
demikian, maka wajar apabila di In-
donesia dewasa ini seharusnya lahir
sebuah KUHP Nasional yang berbahasa
Nasional (Indonesia). Schingga mudah
untuk dipahami dan diterapkan khu-
susnya oleh para penegak hukum yang
terkait sesuai dengan spirit of Law yang
terkandung di dalamnya.

Schbenarnya masih ada beberapa
alasan luin yang merupakan latar be-
lakang perlunya diadakan pembaha-
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ruan hukum pidana.” Namun dari
berbagai macam alasan yang ada, da-

pat ditegaskan bahwa dewasa ini pem- |

baharuan hukum pidana (baca KUHP)
adalah merupakan suatu keharusan
yvang tidak dapat ditawar.

Menurut Prof. Scedarto, SH., se-
sungguhnya pembaharuan hukum pi-
dana yung menyeluruh itu harus meli-
puti pembaharuan hukum pidana nx-
terial (substantif), hukum pidana for-
mal Chukum acara pidana) dan hukum
pelaksanaan pidana.® Ketiga bidang
huleum: pidana it harus bersama-san
diperbaharui. Sebab apabila hanya
salah satu bidang saja yang diper-
baharui sedang bidang yang lain tidak,
maka akan timbul kesulitan dalam
pelaksanuannya, dan wjuan pemba-
ruan secura Keseluruhan tidak akan
tercapisi sepenuhnya yakni untuk pe-
nanggulangan kejahatan, Hal demikian
ini mengingat ketiga Dbidang hukum
pidany tersebut saling terkait seeam
erat serta saling menunjung dalam
rungka pencapaian tijuan. Namun

dalam tulisan ini, mengingat luasnya
permasalahan di bidang hukum pidana
di atas, maka untuk selanjutnya peng-
kajian akan diarahkan kepada pemba-
haruan hukum pidana material (khu-
susnya yang tertuang dalam Kosep
KUHP baru).

Ditinjau dari segi “political will”,
usaha perancangan KUHP baru sebagai
salah satu wujud dari pembaharuan
hukum pidana, sebenarnya telah di-
laksanakan secara cukup intensif. Seca-
ra garis besar, Konsep Rancangan
KUHP Nasional yang selamz ini pernah
tersusun antiara lain dapat disebutkan:
(1) Konsep KUHP Rancangan thun
1964; (2) Konsep KUHP Rancangan
tahun 1968; (3) Konsep KUHP Ran-
cangan tahun 1971/1972; (4) Konsep
KUHP Rancangan tahun 1975; (5)
Ronsep KUHP Rancangan tahun 1982/
1983 dan (6) Konsep KUHP Rancangan
tahun 1991/1992. Hingga suat sekuarang
ini apa yang discbut dengan KUHP
Nasional tersebut masth saja merupa-
kan konsep yung belum final. Infor-

“Dr. Mubkwli, SH., misalnya menyebutkan baliwa selain tiga macam alasan di atas,

ada juga suatu alasan yang bersifat adaptif. Artinya, perlunyau pembaruan hukum piciina
nasional itu juga memperhatikan kecenderungan-kecenderungan internasional (lihat
Dr. Muladi. SH.. dalam Lembaga Pidana Bersyarat. Penerbit Alumni, handung,
1985). Demikian juga Dr. Barda Nawawi Arief, SH., dengan istilalt lain tetapi esenst
sama, menyebutkan alasan-alasan pembaharuan hukum pidana nasional tersebut dengaen
istiliih alasan politis, filosotis dan sosiologis (lihat makalah berudul: ‘Masalad Pidana
Pemerasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru ", Lokakaryu tentang ~Bab-Bab Kodii-
kasi Hukum Pidana Tentang Sanksi Pidana™ diselenggarakan oleh Babinkumnas, Jakarta
5 - 7 Februarn 1989).

"Prof. Soedarto. SH.. “Pembabaruan Hubum Pidana Di Indonesia” makalah
dalam Simposium “Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, Penerbit Bina Cipta, Jakarta,
1986, hal. 27.
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masi terakhir berdasarkan pemberitaan
di media massa,” disebutkan bahwa
Konsep KUHP Rancangan tahun 1991/
1992 sekarang sedang mengalami pe-
nyempurnaan draft academic di Sekre-
tarint Negara untuk disusun sebagai
Rancangan Undang-Undang (RUU) dan
seluanjutnya  diajukan dalam pemba-
hasan di forum legislatif (DPR)..
Dart beberapa Konsep KUHP yang
telah berhasil dirancang, memperli-
hatkan bahwa tampaknya hampir pada
tiap tahun rancangan yang ada, secara
materiil selalu mengalami . perubahan
(walau tidak terlalu banyak) yakni ten-
tang substansi, formulasi pasal, bahkan
sistematilcanya. Khususnya perubahan
tersebut nampak dalam nuasalah ben-
tuk-hentuk pidana.. Perubahan demi
perubahan sendiri pada dasarnya tidak
terlepas dari pertimbangan-pertim-
bhangan politis, filosofis, sosiologis dan
pertimbangan pruktis yang menijadi
alasan dilakukannya pembaharuan hu-
kum pidana (KUHP) nasional. Salah
satue implikast dari pertimbangan-per-
nmlmng.,dn it adalall bahwa pery-
musan’ kétentuan dalam KUHP Baru
itu dikehendaki supaya merupakan
produk . kesadaran hukum masyarakat
Indonesia sendiri atau paling tidak me-
rupakan perumusan yang dekat de-
ngan kesadaran hukum masyarakat
Indonesia. Maksudnya, jangan sampai
norma hukum yang baru nant senuta-
mata hanya merupakan manifestasi dari
nilai-nilai kesadaran hukum Barat

sebagaimana terlihat dalani'ketentuan
KUHP lama yang berlaku sekarang.
Sehubungan dengan hal  tersebut,
salah satv masalah yang kemwudian
titnbul -adalah, apa sajakah. bahan-

bahan hukum yang sekiranya dapat

dijadikan sumber perumusan .dalam
pembaharuan hukum pidana nasional
kita agar hukum yang lahir nantd be-
nar-benar dapat mencerminkan kesa-
daran hukum masyarakat Indonesia?
Mengingat pengalaman historis yang
selama ini ada, dalam kehidupan hu-
kum di Indonesia terdapat. berbagai
“sistern hukum™ yang hidup - bersan-
an. Seperti sistem hukum yang bersum-
ber dari produk-produk: hulcum- Barat
(masa kolonial Belanda), hulkeum adat,
dan hukum agama (Islam, Budha,
Hindu, Katolik/Kristen).
Memperhatikan kenyataan vang
demikian maka usaha pembaharuan
KUHP harus ditunjang dan dilengkapi
dengan berbagai studi vang mendalam
mengenai sumber-sumber hukun ver-
sebut. Dalam  hubungan inf, secara
makro (artinya dalam konfigurasi pem-
bangunan hukum -nasional secara
umumy) kirunya relevan untuk  dike
mukakan penjelasitn Prof. Dr. Sunaryati
Hartono, SH., selaku Ketua Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
yang menyatzkan babwa sumber hu-
kum nmnapun juga sebenamya dapat
digunakan dalam proses pembingun-
an dan pembinaan hukum nasional,
asal sajn bahan (summber) hukum ter-

Harian Kontpas Edisi tanggal 27 Desember 1995
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sebut: (a) tidak bertentangan/sesuai
dengan kebutuhan hukum seluruh
masyarakat Indonesia baik untuk saat
ini maupun di masa nendatang, dan
(b) tidak bententangan dengan nilai-
nilai yang terkandung dalam Pancasila
dan UUD 1945."

Sesuni dengan tentz tulisin, kajian
mengeniti elemen-clemen pendukung
pembaharuan hukum pidiana nasional
ini akan dibatasi pada elemen sumber
hukum berupa agamza (¢.q. khususnya
hukum pidana Islam). Arntinya, bagai-
nzinakah  kedudukan hukum pidana
Islom ditinjou dari sudut Kerangka
(konfigurasi) pembangunan hukum
nasional secara umum. Dan scjauh -
nakah kebermdaan hukum Islam terse-
but berpeluang  (prospektif) menjadi
sumber yang kontributif bagi pemin-
haruan hukum pidana nasional
(KUHP) pada khususny:.

Urgensi dari kedua persoalan men-
dasar ¢di atas adalah mengingat bahwa
KUHP Nasional sebagai hukum pubfik,
nantinya akan berlaku terhadap selu-
ruh Warga Negara Indonesia (WNI) ter-
nasuk pula tentunya kaum muslimin
Indonesin yang keberadaannya bersifit
mayoritas. :

Dalam konteks demikian adalah
sangat wajar apabila penyusun KUHP
baru ini hendaknya dipikirkan juga
suatu policy (kebijakan) tentang sejauh
mana KUHP baru tersebut dapat benar-

benar akomodatif dan memanifestasi-
kan nilai-nilai agama Islam (baca hu-
kum’ pidana Islam) yang diyakini oleh
sebagian besar penduduk Indonesia.
Pemikiran terhadap perlunya kebijukan
yang demikian, secara teoritis juga di-
legitimasi ofeh teori tentang efektifitas
keberlakuan hukum. Dalam ilmu hu-
kum sudah lazim dipabami bahwa
hukum kaidah akan berfungsi secar
cfektif di masyarakat (dalam arti ditaati)
apabila hukum tersebut keberadaannya
telah menenuhi prinsip-prinsip keber-
Jakuan hukum baik secar yuridis, so-
siologis mavpun filosofis. Artinya,
penentuan hukum tersebut teliah sesuai
dengan tata cara yang telah dinetapkan
berdasarkan  hirarkhi norma hukum
vang lebih tinggi. diberlikukan olch
suatu kekvasaan unmm dan diterimm
oleh musyarakat senn sesuai dengan
citu-cita hukum suatu nmsyarakat se-
hagai nilai positif tertinggi dalam fal-
safah hidup masyarukat in.®

Eksistensi Hukam Islam dalaum
Politlk Pembangonan Hukum
Nasional

Dalam Tap MPR No. [I:MPR/1993
tentang GBHN, secara operasional bah-
kan telah ditegaskan adanya politik
pembangunan hukum terscbut di an-
taranya sebagai berikut: “Pembungunan
hukum diarahkan pada makin terwu-

*Prof. Dr. C.EG. Sunaryati Hartono, SH.. “Pembinaan Hukum Nasional
Pembangunan Jangka Panjang Tabap H dalam Kontehs Hubum Islam®, Arikel
dalam Majalah Mimbar Hukum Edisi No. 8 Tahun IV 1993,

*Dr. Soerjono Soekanto, SHMA., ‘Penegasan Hukum ", Penerbit Bina Cipta, Jakarta,

1981, hal. 29
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judnya Sistem Hukum Nasional 'yang
bersumber pada Pancasila dan Un-
dang-Undang Dasar 1945, yang nienca-
kup pembangunan materi hukum, apa-
ratur hukum serta sarana dan prasarana
hukum dalam rangka pembangunan
negara hukum untuk menciptakan
kehidupan masyarakat yang aman dan
tentram. Pembangunan hukum dilaksa-
nakan melalui - pembaharuan” hukum
dengan tetap memperhatikan kemaje-
mukan tanan hukum yang berlaku
yang mencakup upay: untuk mening-
katkan kesadaran - hukum, kepastian
hukum, pertlindungan hukum. pene-
gakan hukum dan pelayanan ‘hukum
yang berintikan keadilan dan kebe-
naran dalam mngka penyelenggarian
negara vang nukin tertib dan teratur,
serta penyelenggaraan pembangunan
nastonal yang makin Lincar™.”

Dari substansi pencgiasin-penc-
gasan di atas, secara eksplisit dapat
ditarik kesimpulan armh pembaharusn
hukum hendaknya tetap memperhati-
kan realitts kenmjemukan vang berlaku
di masyarakat. Dalam penetapan kebi-
jakan secara sistematis dihapus atu,
digantikan peraturan-periturin hukuin
warisan kolonial dengan perundang-
undangan hukum nasional yung her-
asaskan Pancasila dan UUD 1945 ada-
lah prioritas utama vang bersifat urgen-
sif. Selama kurang lebih 50 thun Indo-
nesia merdeka, upaya pembitharuan

hukum ini memang telah dilaksanakan
secara bertahap, akan tetapi karena
pelaksanaannya ‘belum bersifat teren-
cana dan optimal maka hingga saat
ini masth juga terdapat tidak kurang
dari 400 buah peraturan warisan ko-
lonial yang belum dicabut atau di-
ganti.” .
Mengingat semakin sedikitnya Sar-
jany Hukum Indonesia yang mampu
menafsickan  peraturan-peraturan hu-
kum lama yang berbahasa Belanda. ke
dalam hahasa Indonesia, maka policy.
penggantian atau setidaknya penerie-
mahan peraturan-peraturan hukum
flama tersehut ke dajam bahasa Indo-
nesia untuk Kemudian ditvangkan
menjadi RUU bams yang - akomodatif
terhadap nilai-nitai dan budaya hukum
bangsa Indonesia, lurus segera ditun-
taskan. o
Dalamm rangka membangun sisteny
hukum nasional terehih dulu, perlu
diuji dan diteliti apakab asss, noml,
pranata, lembaga atau praktek hukum
ity sesual dengan nilad-nilai dan pan-
dangan hidup bangsa indonesia’ atau
tidak, Jadi dalmy hat ini yang menjadi
bare ujian adalah nilzi-nilai Pancasila
dan UUD 1945. Dengan demikian, sc-
kalipun budaya hukum itu berasal dari
budaya hukum asli nasyarakat. Indo-
nesia {seperti hukum adat misaloya),
mmun apabila dalam kenyataannya
asas tersebut justru bertentangan do-

wprof. Dr. CFG, Sunaryati Hartono, SH.. “Politits Hubum dan Pembangunan
Hubunt dalam PIPT IF°, Artikel dalam Majalah Pro Justisia, Eclisi No. 4 Tahun XI,

Oktober 1993.

“Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH., Op.Cit., Pembinaan Hukum ...
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ngan nilai-nilal Pancasila dan UUD 45
maka bahan hukum tersebut perlu
dikesampingkan, Sebaliknya walaupun
bahan tersebut berasal dari bahan
hukum asing atau asas hukum yang
belum pernah dikenal oleh nmsyarakat
Indonesia, namun apabila asas tersebut
sesuai dengan nilai-nilaj kehidupan
berbangsa dan bemegaras menurut
Pancasila dan UTUD 1945, maka bahan
atae sumber hukum tersebut dapat
dipakai sebagai bahuan penyusunan
Hukum Nasional.

Berdasarkan uraitan di atas, maka

secara spesifik, dalam konteks keher-
adaan hukum Islam sehagai salah satu
aspek ajaran agama Islam yang dinkui
di Indonesia dan bahkan dianut oleh
nuiyoritas penduduk Indoncesia, patut
dipertanyakan sefaul mana peluang
akseptabilitas Hukum Nasional menka-
tang terhuidap kebermdasn nitai-nilai
dari hukum Islam tersehut? Mungkin-
kah hukum Islam negam secars mumi
(penuh) diberlakukan sebagai sub-
sistem dalam sistem hukum nasional
mendatang?

Untuk memperjelas posisi hukum
Islam dalam konfigurasi pembangunan
hukum nasional di atas, Prof. Dr. Su-
naryati Hartono, SH. dalam sebuah -
lisan pernah menganalisis dengan per-
fanyaan twjuan hukum nasional amu
unifikasi hukum nasional untuk meng-
hapuskan nilai-nilai luhur datamy hu-

kum Islam. Karena, selain hal tersebut
secara filosifis tidak pernah menjadi
tujuan, juga secara sosiologis maupun
politis tidak akan mungkin dapat
dilaksanakan. Sebaliknya, justru nilai-
nital hukum Islam itu menjadi wumpuan
(basic value) dibangunnya hukum na-
sional di samping tentunya juga nilai-
nilai kebangsaan yang memang men-
jadi pendorong dibentuknya bangsa
Indonesia serta negara Republik Indo-
nesia, dan jugn nilai-nilai Juhur lainnya
sepertt yang terkandung di dalam hu-
kum adat serta hukum dari agama-
agana selain Islam vang diakui secam
sah oleh 1D 1945~

Penjelasan i atas secam implisit
menggambarkan kepada kit bahwa
dalam rngka pembangunan hukum
nasional ini, kedudukan hukum Iskim
schenamya adalah pro-spektf. Dalam
artian, sangat berpotensi untuk menjudi
salah sat hahan/sumber hukum bagi
pembentukan hukum nasional itu
sendiri. Kedudukan agama Istim dalam
konteks hukum ini secara yuridis
konstitusional jugn dilegitimusi oleh
pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan
babwa; (1) Negam berdasar atas Ke-
Tuhanan Yang Maha Esa, (2) Negam
menjunin kemerdekaan tlap-tiap pen-
duduk untuk memeluk agamanyzs ma-
sing-masing dan beribadat menurut
agamuanya dan kepercayaannya itu.*
Bahkan secara lebih transparan, legiti-

“Totd

“Naskah UUD 1945 yang disalin dari Berita Republik Indonesia Tahun 1l No. 7

tanggal 15 Februasi 1946 dengan

penyesuaian efaan Menurut EYD, diterbitkan oleh Pa-

nitia Penataran P4, Ull, Yogyakariz TA 1994/1903,
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masi tersebut juga dikuatkan oleh ke-
tentuan padal 4 ayat (1} UU No. 14/
1970 tentang Pokok-Pokok Keluasaan
Kehakiman yang menegaskan bahwa
peradilan dilakukan Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.* Penegasan yang lebih menekan-
kan unsur keagamaan secard umum
dan unsur Ketuhanan Yang Maha Esa
secara khusus di atas, harus dipahami
hahwa kedua unsur tersebut bersifat
sentritl dan esensial dalam konteks hu-
kum dan sistem hukum yang dewasa
ini sedang dibangun dalam kerangka
pembentukan suatu Sistem Hukum
Nasional.

Jaminan konsitusional bagi pene-
rapan hukum-hukum keagamaan di
atas, secarn teoritis' juga dijustifikasi
oleh perspektif teori-teori tentang ber-
lukunya hukum agama (c.q. khususnya
hukum Istam) ying Dberkembang di
Indonesia. Sulah satu di antara teori-
teori tersebut adalaly yang discbut de-
ngan “Teori Penaatan Hukum™ Me-
nurut teort ind, setiap orang Islam pada
dasarnya diperintahkan untuk taat
kepada Allah dan Rasul-Nya vang teluh
menetapkan hukum-hukum bagi kehi-
dupan numusia secara pasti dan jelas.
Sehingga konsekuensinya, Dberlaku
prinsip bahwa bagi orang Islam ber-
laku hukum Islam tanpa dikaitkan de-

ngan keadaan sosiologis dalatn masya-
rakat di mana hukum Islam tersebut
eksis. Karena demikianlah hakekat
ajaran Islam.'" Sementara itu H. Sayutt
Thalib, SH pemnah juga mengajukan
suatu teori berlakunya hukum Islam
di Indonesia ini dengan nama teorl
“Receptio a Contrario™. Secara garis be-
sar teor ini mengajarkan hahwa pada
prinsipnya bagi orang Islam berlaku
hukum Istam karena hal yang demikian
ini sesuai dengan cita-cita hukum dan
keyakinan, serta moralnyz. Hukum
adat (uga hukum-hykum lainnya - da-
lam keadaan kenegaraan). Dberlaku
bagi orng Islam sepanjang tidak ber-
tentangah dengan agama Islam dan
hukum Islam. Basis filosofi dari teori
ini falah bahwa di dalam negam Indo-
nesia merdeka yang berdasarkan Pan-
casila  dan  UUD . 1945, semestinya
orang-omng beragama pada dasarnya
tunduk tat kepada hukum agamanya.
Schbab sla pertama dari Pancasila dary
kedua ayat yang ada dalam. rumusan
pasal 29 UUD 1945 pada hakekatnyz
Derisi maksud dan tujuan tersebut.
Teorl int disehut Receptio o Contritrio
karena memut ajaran yang nerupakan
kebalikan dari teori “Receptie™nya
Prof. Christian Snouck Hurgronye yang
sangat kontroverisal (karena mengajar-
kan babwva hukum Islam hanya dapat

U No. 14/1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Penerbit PT. Bina

Aksara, Jakarta, 1996,

iy Ichtijanto, $.A., SH., “Pengembangan Teori Berlakunya Hutang Islam Di
Indonesia”, salah satu makalalt dalam etiding buku berjudul “Hukum Islam di Indo-

nesia”, Penerbit PT. Remaia Rosdakarya, Bandung, 1991, hal 102-103.
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berlaku bagi orang pribumi beragama
Islam apabila hukum Islam tersebut
telah diterima dan menyatu menjadi
hukum adat setempat).'®

Terlepas dari adanya justifikasi teo-
ritis maupun yuridis bagi berlakunya
hukum Islam sebagaimana dikemuka-
kan di atas, secara realitas perlu disa-
dari pula bahwa bangsa Indonesia jtu
tercliri atas berbagai golongan pendu-
duk yang menganut agama dan keper-
cayaan yang berbeda-bedn, dan inipun
eksistensinya juga dijamin oleh kon-
stitusi. Sehingga tentunyn tidak mung-
kin pula apabils policy pembangunsin
fiwkum nasional dipaksakon dan di-
format dengan kerangka pember-
lakuan hukum Islam secart penul
(mumi) dan menyeluruh. Sckalipun
dengan dalih bahwa mayoritas pendu-
duk atau WNI adalal pemeluk agama
Islam. Terlebih lagi apabila “penctrusi”
pemberlakuan hukum Islam secara
penuh tersebut berkaitan dengan aspek
hukum yang bersifat publik (seperti
pemberlakuan hukum pidana Islam
secara mutlak dalam konfigusasi pem-
bangunan/pembaharuan - hukum pi-
dana nasiopal misalnya). Hal demikian
ini tentu lebih tidak dimungkinkan Iagi.
Selain karena hal tersebut akan berten-
tangan dengan hakekat konsensus
nasional yang pernah disepakatl di
antara para founding father, juga ke-
bijakan tersebut akan berimplikasi pada
terjadinya pemaksaan terhadap orang-
orang non Islam untuk tunduk patuh

kepada bukum Islam. Dalam perspekif
HAM (c.q. Hak Kebebasan Beragama),
kebijakan tersebut akan menimbulkan
ketidakadilan. Hal ini disebabkan oleh
karena sifat hukum pidana yang me-
rupakan hukum publik aplikasinya
tentu tidak membedakan lagi golongan
ataupun jenis agama dari warga yang
menjadi adressat pemberlakuan hukum
piduna tersebut.

Oleh karcnanya, memperhatikan
herbagai fakta tersebut, nmka politik
pembangunan hukum nasional harus-
Iah mempertimbangkan nilai-nilai ke-
aganian (e.q. nilai-nilai hukumnya)
yang berbeda-beda tersebut yang nya-
menyata hidup serta menjadi keyakinan
dalam masyaralent Indonesia. Tentu saja
selain nilai-nilai hukum agama di atas,
harus dipertimbangkan pukt nitai-nilai
yang bersumber dari hukum yuang lain
(seperti hukum adat, hukum warisan
kolonial yang masih relevan dan lain
sebagainy:). Semun yang berasal dari
sumber-sumber hukum di ams untuk
dapat diskomocdasi menjadi bahan,
elemen pembentukan hukum nasional,
tentunya harus ditemukan terlebih dulu
persimaan-persamaan di antara  asas-
asas hukum dan kaidah-kaidah yang
terkandung di dalam berbagai sumber
hukum tersebut untuk selanjutnya di-
tuangkan ke dalam peraturan hukum
nasional sesuai bidang hukum yang
akan diadakan regulasinya.

Adalah benar kiranya apa yang per-
nah dikatakan oleh Teuku Muhammad

Tbid, hal 132
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Radhie, SH selaku mantan Kepala
Badan Pembinaan Hukum Nasional da-
lam tenm ilmiah bertemakan asas-asas
Hukum Pidana dan Hukum Perdata
Islam yang diadakan oleh BPHN Tim
Pengkajian Hukum Islam pada tanggal
25 Agustus 1982 di Jakarta, yang antara
lain menyatakan bahwa perbedaan-
perbedaan datam sub sistem (baca:
sumber-sumber hukum) yang ada di
Indonesia itu hanyalah perbedaan se-
nu atay perbedaan pada ranting-ran-
ting pikiran saja. Apabila ditelusuri
febih mendalam maka ki akan me-
nemui persamaan-persanuan dan ke-
delkatan-kedekatan yang terkandung di
dalam sub-sub sistem hukum tersebut,
Prsanman dan kedekatan asus inilah
vang periu diteliti dan dikembanghkan
lebih Linjut.'* Tentu saja apabils kaidah
atau asas dari nmsing-nusing sumber
hukum it telah disumbangkan untuk
pembentukan Hukum Nasional, tidak-
lah diperlukan lagi peoyebutan menge-
nai nanut dard nwna sumber hukum
tersebut berasal. Sebab sudah melebur
ke datam apa yung discbut dengan
Hukum Nasional.

_ Berdasarkan politik pembentukan
hukum nasional seperti diuraikisn di
atas, sekali lagi tidak dapat disangkal
bahwa bukum Islam sebagai hukum
dard agama yang ditkuti dan diyakini
oleh mayoritas penduduk Indoncesia,
cksistensinya memiliki kedudukan
yang sangat penting dalam. proses

pembenwikan hukum nasional kita.
Untuk itu masalzh yang sangat penting
dan mendesak untuk segera dilakukan
secara intensif adalah upaya-upaya
penelitian dan pengkajian yang men-
«dalam tentang hukam Islam agar dapat
ditemukan normz-nomn dan nilai-nilai
'yang sesuai dengan asas dan sumber-
sumber hukum yang lain. Sehingga
nilai-nilai atau asas-asas hukum Islam
terscbut dapat diterima oleh semua
pihak untuk dirunskan dilam bentuk
kaidab-kaidah hukum yang kongkrit
dan sesuai dengan kebutuhan hukum
masyarakat Indonesia modern serta
tidak bertentangan dengan Pancusila
dan UUD 1945,

Kontribusi Hukom Pidana Islam
bagi Pembaharcan Hukum Pidana
Nasional

Pemimlutruan hukum pidana masio-
nal schagni salah satu bennuk dari penm-
bangunan hukum nasional harus di-
dasarkan juga kepada garis-garis dasar
kehifakan penthangunan hukum nasio-
nal secars umum. (Lihat kembali anxe-
nat GBHN. ¢, scbagaimana tertuang
i dalam Tap MPR No. II'MPR/1993).
Schingga sangat dimungkinkan pene-
rap kebifakan “integrasi” hukum pidana
Islam (sebagainmnna yang terdihat dalam
tradisi figih finay:at) ke dalam konfi-
gumasi pembaharuan hukum pidana pa-
sional. Dengan kata lain, ada prospek

“Teuku -Mohammad Radhie, SH., artike! dalam Mujalsh “Hulean dan Pemba-
ngunan”, FH-UI, Jakara, Edisi No. 2. Tahun XiI, Maret 1982
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bagi hukum pidana Islam dalam pem-
bahanian hukum pidana nasional yang
sedang dilaksanakan dewasa ini. Ke-
bijakan “integrasi” hukum pidana Is-
lam tersebut adakalanya dapat dilaku-
kan menentukan dan meneruskan
suatu perbuatan sebagai tindak pidana
atan delik (kriminalisash serta dapat
pula dilakukan dalam hal menenukin
bentuk dan jenis sanksi pidana bagi
pelaku delik.

Nuamwun, vang perlu diperhatikan
lalah, bahwa peluang kontributif terse-
but tentunya tidaklah bersifat mutlak.
Dalam arti, memberlakukan sistem
hukum pidana Islam seeara penuh se-
bagai sub sistem hukum pidana na-
stonal mendatang. Sehab penmutlakan
peran, kontributif pada hakekatnya
akan bertentingan dengan salah satu
politik dasar pembangunan hukum
(pidana) nasional yang mengharuskan
untuk tetap memperhatikan realitas
kemajemukan hukum yang hidup da-
lamy masyarakat.

Oleh karena itu, dalam Kkeningka
implementasi hukum pidana Islam ke
dalam sistem hukum pidana nasional
di atas, yang diperlukan adalah mela-
kukan kajian-kajian yang bersifut kon-
tekstual terhadap nash-nash hukum
(Baik yang tercantum dalum Al-Quran
maupun ‘as-sunnah) yang berisi garis-
gasis dasar (prinsip) kebijakan tentang
hukum pidana Islam. Studi kontekstual
inl dimaksudkan untuk mencari dan
menemukan relevansi ke kinian bagi
nash-nash hukum tersebut, sehingga
menjadikannya tetap aktual dalam
menjawab berbagai problema hukum
(khususnya tentang perkembangan

kejahatan) di dalam situasi (zaman)
apapun dan konteks sosial manapun
{kebherlakuan hukum secara universal).
Selain it, kajian kontekstual jugn ber-
fungsi umuk menjelaskan kecurigaan
atau bahkan tudingan sementara ka-
langan yang mempersepsi hukum pi-
dana Islam scbagni hukum yang de-
humanis dan oleh karenanya sering
dinilai out of date alias tidak tidak
adaptif terhadap kecenderungan dunia
internasional yung senxikin menunjuk-
kan fenomena humanistis (penghar-
gaan atas Hak-Hak Asasi Manusia).
Dalam kuiitsn di atas, kiranya me-
narik untuk dicernunti salah satu kesim-
pulan (rekomendasi) dari hosil pene-
litian normatif (studi literer) yang dila-
kukan oleh Dr. Jimly As-Shiddigic me-
ngenai bentuk-benmtuk  pidana dalam
hukum Islam dan relevansinga bagi
ustha pembaharuan KUHP Nasional.
Dinyutakan bahwa ditinjau dari segi
filosofis, yuridis dan sosiologis. eksis-
tensi hukum pidana Islam di Indone-
sia adalah sah dan diakui keberadaan-
nya. Hanya saja aplikasinya tidak harus
dilihat dari segi bentuk teknis semuta.
Yang perlu terus dikembangkan agar
dapat -menjadi bahan perumusan hu-
kum pidana nastonal adalah gagasan-
gagasan inti dari prinsip-prinsip yang
terdapat dalam hukum pidana Islam
tersebut. Hanya dengan cam demikian-
lah maka tidak akan ada persoalan
mengenai kemungkinan perbedaan
pandangan antara penduduk yang ber-
agama Islam dengan golongan non
muslim. Karena semakin dalam pe-
mahaman terhadap makna dari gagas-
an-gagasan inti dalam hukum pidana
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Istam dilakukan, maka akan se-makin
luas pula nilai-niai universal vang dapat
dipahami dan akan memungkinkan
diterimanya gagasan inti tersebut secara
luas oleh semua kelompok atau go-
longan yang ada dalam masyarakat.'’
Apa yang disebut sebagai “pengem-
bangan gagasan-gagnsan inti hukum
pidana Istam” oleh Dr. Jimly As-Shid-
diqie, sebenarmya tidak lain adalah
studi kontekstual nash-nash hukum
pidana sebagaimana telah disinggung.
Dengan demikian, dapat ditegaskan
bahwa prospek tidaknya . keberadaan
hukum pidana Islam dalam membe-
rikan kontribusi bagi pembaharuan
hukum pidana nasional sangat dipe-
ngasuhi oleh ada tidaknya . sosialisasi
(melalui berbagai kajion yang kompre-
hensif dan mendalam) mengenai prin-
sip-prinsip hukum pidana Islam vang
antisipatif (selulu aktual). Urgensinya
dengan adanya sosialisasi terscbut,
akan wumbuli suatu perspepst: menge-
nai hukum pidana Islam yang se-
sungguhinya, diharapkan dapar me-
munculkan suatu political will bagi
penguasa (c.q. perumus hukum pidana
nasional) dan bersifat aksep-tabel
terhadap nilai-nilai vang terkandung
di dalam hukum pidana Islam.
Secara lebih kongkrit, akan dipa-
parkan beberapa contoh kajian kontek-
stual tentang prinsip-prinsip hukum
pidana Islam. Dengan harapan kajian-
kajinn tersebur akan sedikit banyak
menggambarkan sekaligus memperjelas

posisi hukum pidana Islam beserta pe-
luang kontribusinya ‘bagi usaha pen-
baharuan hukum pidana nasional. Se-
cara kategoris, demi untuk memudah-
kan pemahaman, kajian berikut ini
akan diklasifikasikan ke “dulbm’ tiga
kelompok permasalahan yang merupi-
kant konsep-konsep dasar’ hukuny- pi-
dana. Yaitu,masalah kriminalishst, -ma-
salah wjuan pemidanaan dan ketiga
masalah bentuk sanksi piddna. Selx-
narnya ada satu pernmasalalan - lagt
yang juga merupakan konsepsi dasar
dalam hukum pidana yakni anasalah
pertanggung fawaban pidana auit Ke-
salahan pelaku. Sengajt thasalah per-
tanggung jawaban pidana tersehut
tidak dibuhas dalam contbh ', ‘déngan
pertimbangan bihwa datain rstm, -
salah di atas' tercikup dalam: penibn-
hasan tentang konsep “niukallaf® yadg
subtansinya tidak jauh Berbéa deng:m
konsep pertanggung’ fawalyan ‘pidana
yang dikenal dalany il hukum
pidana nodern. Kaliupun adit’ perbe-
daan komsep, maka sifar seditan
tersebut sering lebih merupakan hal
yang “furyiyyah” (tidak prinsipil) se-
hingga terbuka untuk penyesuaian
dengan fenomena perkembangan. Sc-
hagai contoh misalnys konsep slam
tentang batas minimum umur pelaku
jarimah (tidak pidana) yang dapat
dikenai sanksi pidana (yaitu apa vang
disebut sebagai baligh) yang barang-
kali berbeda dengan konsep tentang
“dewasa” sebagai mana dikenal dalam

why, Jimly As-Shiddiqie, SH., ‘Pembabaruan Hulum Pidana Indonesia”®, Penerbit

Angkasa, Bandung 1995, hal. 195.
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hukum pidana positif (yaitu umur 16
tahun ke atas - vide pasal 45 KUHP).
Perbedaan kedua konsep di atas
sebenarnya tidak prinsip karena saat
kedewasaan seseorang sebenarnya
tidak dapat ditetapkan dengan suutu
batasan usia secara standard yang ber-
sifat rigid (limited) dischubkan banyuk-
nya faktor yung dapat berpengaruh
dalam membentuk kedewasaan sese-
orang. Oleh karenanya muaka penger-
tian baligh (yang secars nuadznlb As-
Syafii diperkirakan ketika sesearang
mencapai usia 15 mhun ataiu mimpi
basah untuk lelaki dan usia 9 tahun
ataw menstruasi awal yntuk perem-
puan), tidak boleh dipandang untuk
menilii kedewasaon seseorang secam
kaku. Sehab kedewasaan datam kon-
sep baligh di atas hanyalalh dalam ari
dewasa;secara biologis. Dalam Istam
kedewvaspan dalam arti biologis terse-
but. masih._harus dilengkapi dengan
kedewasaan sccara psikologis atau
vang dikenal dengan konsep *munuy-
yiz", Yains kemzampuan untuk membe-
dakan hal-hal yang buruk dan hal-hal
yang baik. Dan ini sifatnya adalsh
refatif. (kasuistik) di antan  orang per
orang. Oleh karena itulnh batasan mini-
mum unmtr tadi harus diinterpretasikan
secamn fleksibel.

* Retiga permasalahan dasar dafam
hukum pidana sebagaimana disebut-
kan di atas, adalah sebagai berikur:

1. Masalah Kriminalisasi
Dalam pandangan Islam, beragam

macam perbuatan manusiy yang di-
sebut sebagai kejahatan (jarimah) se-

cara garis besar dapat dikelompokkan
ke dalam 3 (tiga) macam jenis keja-
hatan. Yaitu pertama, jarimah qishash
(berkaitan dengan pembunuhan dan
penganiayaan). Kedua jarimah hudud
kejrhatan-kejahatan tertentu di mana
bentuknya maupun ancanuin sanksi
pidananya telah ditentukan secara jelas
dan tegas dalam nash Qur-an dan Sun-
nah. Jenis kejahatan Garinmhy hudud
ini tertentu sekali dan terbaws pula
jumlshnya. Yaitu, perbuatan zing, qo-
dzah (menudub zina tanpa disernai
bukti), sirqoh (pencurian), khirobah
(perampokan/destruktifitas sosiaD),
syurbah (meminum minuman keras
yang menwbukkan), riddal (keluar
dari agama Islam) dan bughoh (pem-
berontakan). Dua jenis perbuatan yang
disebut terakhir (vakni riddah don
hugholt) status kedudukannys masih
mengakiny “khilaftyah™ atau *iil.mg pen-
dapat i antam para fugoba® atau hu-
kum fiqih Islim. Konsep jarinmh yang
ketiga falah yung disebut dengan fari-
nmh w'zir segala macam perbuatan
selain yang tercakup dalam pengertian
perbuatan qishash dan hudud di atas).

Adanya konsep jarimah ta°zikir da-
lam hukum pidana Islam ini menjacdi-
kan hukum Tslam selilu fleksibel dan
antisipatif terhadap segala bentuk per-
ubahan sosial (khususnya yang ber-
kaitan dengan perkembangan keja-
hatan-kejahatan baru). Sebab secanggih
apapun kejohatan yang terjadi dalam
suatu masyarakat (baik dari segi mocdus
operandi maupun dari segi hakekat-
nya), akan dapat direspon oleh hukum
Istam melalui konsepsi jarimah ta'ziir
ini. Ini karena hakekat farimalh ta’ziir
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adalah segala macam perbuatan yang
bukan termasuk jarimah gishash dan
hudud. Jadi bisa berujud perbuatan
apa saja dan akan terus berkembang
sesuai dengan perkembangan jaman
{perubahan sosial), Tentu saja di dalam
merumuskan suatu perbuatan baru
sebagai farimah ta’ziir ini harus tetap
diperhatikan prinsip atau syarat utama-
nya yakni sepanjang perbuatan baru
tersebut berentangan dengan hakekat
akhir disyariatkan hukum Islam yaitu
daul mafaasid wa jelbul masbaalib
{mencegah kerusakan atau kerugian
dan mendatangkan kebaikan ataun ke-
untungan bagi kehidupan manusia).
Dengan kata lain setiap perbuatan nu-
nusia apapun bentuknya {selain qi-
shash dan hudud) apabila mendatang-
kan kerusakan sesta mencegah dating-
nya kemashlahatan bagi kehidupan
manusin, maka dalam perspektif hu-
kum pidana Islam perbuatan tersebut
dapat dirumuskan jarimah ta'ziir. Dan
konsepsi atau prinsip ini akan berlako
i mana dan sampai kKapanpun.
Apabila konsepsi jarimah ta'ziir di
atas diintegrasikan dalam konsep picki-
na nasional, maka hukum kita nantinya
akan selalu memiliki aktualitas dalam
menghadupi setiap problem  sosial.
(¢.q- kejahatan-kefhatan buru), Sebalik-
nva apabila perbustan yang tadinya
telah dirumuskan sehagai farinul t'ziir
(ada proses kriminalisasi) kemudian
dalam perkembangannya sifat per-
buatan tersebut tidak lagi bertentangan

dengan hakekat akhir . disyariatkan
hukum Islam dj atas, maka dibenarkan
pula untuk melakukan proses dekrimi-
nalisasi, schingga perbuatan tersebut
menjadikan dibenarkan secara hukum
(tidak lagi merupakan jarimah). Inilah
yang dimaksudkan bahwa adanya
konsep ta'ziir menjadikan hukum Is-
lam bersifat fleksibel, . .. .

2. Masalah Tujuan Pemindaan

Untuk mengetahui bagaimanakah
sesungguhnya konsep Iskin mengenai
tujuan pemindaan, berikut ini akan di-
kaji beberapa contoh ayat al-Quran
sebagai referensi utanm. Yaijtu:®

a). Q.S. Al-Baqarsh: 179 yang int
artinya: “dan bagi kami seko-
lian hak orang-orang vang ber-
iman dun mau berpikis bahwa
di dalam ketentuan hukum qi-

* shash terddpat ‘suatu kehidu-
pan”. Maksud ayat ini ialah bah-
wi tufuan dicantumkannya an-
caman pidana qishash yang
akan diberizkukan bagi siapa
stja yang melakukan pembu-
nulzsn secara sengaja ity agar
‘diketahui dan direnungkan (di-
pikirkan). Dan setelah dipikir-
kan diharapkan ia tidak akan
melakukan pembunuhan. Se-
bab membunuh orang lin sa-
ma saja artinya ia akan membu-
nuh dirinya sendirt yakni ka-
rena ia nantinya akan dikenai

’“Al-Qu_r’an dan Teticnmlﬁnnya, Departemen Agamia Ri, Edisi 1983/1984.
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pidana qishash (mati). Jadi pen-
cantuman ancaman pidana
gishash ini dimaksudkan seba-
gai tekanan awal secara psiko-
logis bagi setiap calon pelaku
pembunuhan agar iz mengu-
rungkan niat kejzhatannya ter-
scbut. Dengan kata kin orien-
tasi tujuan pemindanaan dalam
ayat ini bersifat prevensi bagi
calon pelaku, dan sekaligus ber-
sifat retribusi (pembalasan) bagi
pelaku pembunuhan secara se-
ngaja yang benar-henar terjadi.
Sebelum ayat 179 ini, Q.S. Al-
Baqarah: 178 menggariskan
pula suatu konsep pemindiaan
vang berorientasi kepada por-
lunya pidana itu mengandung
aspek perhatian kepadia karban
(keluarga korban) kejahatan.
Dalam ayat tersebut digariskan
prinsip bahwa tuntutan pidana
qishash bagi pelaku pembu-
nuhan sengaj itu sangat digan-
tungkan kepada sikap para ke-
luarga korban (apakah mereka
menaafkan atau tidak kepada
peluku tersebut). Apabiia di-
maafkan (baik disertai dengin
untutan divat atw tdak sama
sekali), maka pelaku akan he-
bus dari pidana qishash. Se-
baliknya apabila tidak dimaaf-
kan, maka pidana qishash ber-
laku baginya. Spritulitas hukum
yang terkandung di balik ke-
tentuan ini adalah perlunya hu-
kum im juga memperhatikan
aspek korban kejahatan. Dan
tidak semata-mata “selafu me-

manjakan pelaku kejahatan”
séperti terkesan dalam konsep
pidana pemasyarakatan bahkan
konsep “open prison” dalam
hukum pidana modem.

b). Q8. An Nuur: 2 yang inti arti-
nya: “dan hendaklah pelaksa-
naan hukuman (cambuk) bagi
mereka (pare pelaku zina) itu
disaksikan oleh sekumpulan
orang-orang beriman”. Maksud
ayat ini ialah ketika teradi kasus
perzinman yang dilakukan oleh
dua onng lelaki dan perem-
puan vang masih berstatus
ghoiru muhshan (bujang), ke-
mudian diterapkan dan dilaksa-
nakan pidana cambuknya se-
hanyak 100 kali, maka menurut
ayat ini supaya pelaksanaan
pidana cambuk tersebut disaksi-
kan oleh masyamkat luas (kaum
muslimin). Tujuannya agar pi-
dana cambuk tersebut menjadi
pelajuran berharga (peringatan)
bagi masyarkat luas schingga
mereka tidak akan pernah ber-
pikir untuk Dberbuat kejahatun
(jarimah) seperti terpidana. Jadi
dengan kata lain orientasi tu-
juan pemidanaan yang terkan-
dung dalam ayat ini adalah ber-
sifat prevensi general (pen-
cegahan kepada masyarakat
luas).

Berdasarkan contoh Kajian dari dua
ayat Al-Quran di atas, dapat ditegas-
kan bahwa menurut konsep Islam,
tujuan pemidanaan itu hendaknya
mencakup aspek-aspek schagai beri-
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kut:

(1) Aspek retribution atau pemba-
lasan terhadap pelaku keja-
hatan, di mana dalam jangka
panjangnya aspek ini juga me-
ngandung asti pemberian per-
lindungan kepada masyarakat
luas (social defence).

(b). Aspek special prevention atau
pencegahan terhadap terpi-
dana dari kemungkinan meng-
ulangi lagi jarmah atau kejo-
hatannya. Dalmn aspek ind, se-
cara implisit sebenarnya juga
terkandung aspek treatment
atau pembinaan. Sebab terce-
gahnya scorang terpidana dari
kemungkinan menjadi residi-
vis, selain karenat fa pernab
merasakan penderitaan ketika
nienjalani sanksi pidana, juga
dapat terjudi karena kesa-
daran yang telah wmbuh da-
lam diri terpidana yang telah
menerima  pembinaan sclumna
menjalani pidana.

(). Aspek general prevention atau
pencegithan bagi musyarkat
luas dari kemungkinan terpe-
ngaruh terpidana untuk mela-
kukan kejahatan,

(d). Aspek memperhatikan korban

- kejabatan (khususnya korban
vang bersifat indivikasi atau
korban langsung).

Dalam konteks pembaharuan hu-
kum pidana’ nasional, apabila kita
perhatikan salah satu Rancangan KUHP
Nasional khususnya yang berkaitan
dengan bab tentang “Tujuan Pemin-
daan”; maka semua aspek tentang tu-
juan pemidanaan sebagaimana ada da-
lam konsepsi Islam tersebut pada
prinsipnya telah dicakup dan diimple-
mentasikan dalam rumusan-rumusan
pasal mengenai tujuan pemidanaan.
Dalam hal ini padal 47 Bab Il Konsep
KUHP Nastonal Rancangitn tahun 1982/
1983 misalnya, di antaranya mengga-
riskan kehijakan bahwa wjuan pemin-
danaan ialah untuk menegakkan hus
kum demi memberikan petlindungan
dan pengayomn kepada masyarakat,
membimbing terpidana agar menjadi
anggota masyarakat yang baik, untuk
penuilihan kesimbangan sosial dan
lain-lain." bahkan di dalam bab ten-
tang bentuk-bentuk  pidana, ‘untuk
mengakoemodasikan konsep pemikinin
mengenai perlunya pemidanaan yang
harus memperhatikan aspek korbun
kejahatan, di dulam KUHP Nasional
mendatang telah pula dikensepkan
nengene bentuk pidana vang disebut
“Pidana  Pengenaan Kewajiban  Ganti
Rugi” hagi korban. Hanya saja  jenis
pidana ini dicantumkan hanya sebagai
pidana tambahan. Kebijokan yang
demikian ini adalah berbeas dengan
konsep Islam yang mencantumean juga
pidana ganti rugi untuk korban «yakni

Konsep KUHP Nasional Buku I Rancangan Tahun 1982/1983, Badan Pembinaan
Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RL
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konsep “diyat”) sebagai pidana pokok
yang merupakan alternatif dari pidana
gishash. Kedudukan sebagai pidana
pokok ini mengandung filosofi agar
hukum pidana lebih memberikan per-
hatian dan perlindungan secara pro-
porsional terhadap korban kejahatan.
Oleh karena itu, maka konsep Iskim
ini periu diperdalam untuk menjadi
pertimbangan,

3. Masalah Bentuk Sanks! Pidana

Beberapa nash hukum dakim al-
Qurian yang dapat dijadikin contoh
kajian kontekstyal mengenai konsep
sanksi .pidana menurut Islam antam
lain ialah:

). Q.5. Al-Maaidah: 38 tentang pidina
hadd “porong tangan™ hagi kejz-
hatan pencurian. Dalam konteks
kekinian, supaya konsep mengenai
pidona potong tangan di atas me-
miliki aktualitas keberakuan, nuka
iperlu dikaji dengan pertimbangsin-
pertimbangan yang ilmiah .yaitu
tentang kemungkinan menafsirkan

v kota “potong tangan” tersebut ke

o, dalam makna yang lebih luas.
Misalnya mengartikan potong -
ngan sebagai memotong (mence-
gah} terpidama dari kemungkinan
mefakukan kejahatan pencuriannya
lagi. Apabila interpretasi yang de-
mikian ini dibenarkan, nuka ben-
tuk kongkrit dari istilah “potong
tangan” dapat diwujudkan dalam
pidana penjara, pidana kurungan
dan lain-lain yang menijadi kecen-
derungan sistem pemindanaan

dewasa ini. Karena esensinya an-
tara pidani potong tangan, pidana
penjara dan’ sebagainya itu adalah
tercegahnya terpidana dari ke-

- mungkinan melakukan lagi keja-

b).

hatan pencuriannya atau kejahatan
yang lain. Gagasan mengenai per-
luasan interpretasi di atas, sebenar-
nya dimaksudkan agar konsep-
konsep pemidanaan Islam tetap
antisipatif dan memiliki daya flek-
sibel bagi perubahan-perubahan
(termasuk perkembuangan hukum
dan kejabatan serta kecende-
rungannya) yvang terjadi dalam ke-
hidupan masyarakat. Antinya, per-
kembangan dan Kecenderungan
sekamag ini ialah rumbubnya pe-
mikiran tentang sanksi pidana yang
tet:ap menghargai dan menghomuti
nzirtabat dan tidak bersifit mende.
ritakan, Dalam kerangks demikian,
nutka apabila pickina potong tangan
sebagaimana Ketentuan Q.. Al-
Maldah: 38 di atas selmunys di-
antikan secara letteriifl, maka bukan
tidak mungkin konsep pidana Is-
lam tersebut akan mengalami
tudingan “cut of date” dan “kejam”
atu dehumanis. Oleh karenanya
perluasan interpretasi tekstual di
atas sudah saatnya perlu dikem-
hangkan lebih lanjut. Tentu sarana
pengembangan interpretasi tersebut
tetap pula berpegang kepada prin-
sip-prinsip dasar al-Qur'an dan
hadits Nabi,

Q.. Al-Bagarah: 178 tentang an-
caman pada qishash bagi pelaku
pembunuhan secam sengaja. Dalam
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stelsel pidana Islam, pidana qishash
(dan diyat) dipandang sebagai
suatu bentuk pidana pokok yang
bersifat khusus. (Selain gishash,
stelsel pidana yang lain ijalah pi-
dana hudud sebagai pidana pokok
dan pidana ta'ziir sebagai pidana
tambahan). Adapun letak khusus-
nya pidana qishash tersebut ialah
karena aplikasi pidana ini sangat
tergantung kepada sikap keluarga
korban pembunuhan,

Konsep qishash, menunjukkan
bahwa sistem pemicdanaan Isiam ity
sangat memberikan perhatizn kepada
pihak korban kejahatan baik secura
individual sebagai korban langsung
kejahatan (dalam hal ini termasuk pula
keluarga korban) maupun korban
secara sosial sebagai korbun yang ber-
sifat tiduk langsung (seperti keresahan
dan ketidak renteraman masvarakat
luas). Perhatian terhadap korban yang
demikain ini adalah-wajar dan menxng
sudah seharusnya. Karena korbanlah
pihak yang paling mermsa dirugikan
dan menderita sebagai akibar kejahatan
peltku. Hal ini sangat berbeda dengan
sistem pemidanaan modem yang cen-
derung lebih “menuanfakan” pelaku ke-
juhatan (terpidana). Dalam hubungan
ini, sebagai perbundingan barangkali
dapat discbutkan Ixlrwa Konsep KUHP
Nasional mendatang juga mencantum-
kan pidana mati sebagai pidana pokok
vang bersifat khsuus (eksepsional).™

Hanya saja, letak kekhususannya ialah
karena pidana mati tersebut penja-
tubannya harus benar-benar dengan
pertimbangan yang konprehensif serta
disimpulkan bahwa memang tidak ada
pidana lain yang dapat dinilai seban-
ding dengan kejahatan yang terjadi.
Dengan kata lain, esepsionalitas pidana
mati dalam sistem pemidanaan dalam
KUHP Nasional mendatang tampak
cenderung lebih memperhatikan pela-
ku kejahatan. Karena konsep kekhu-
susan atau cksepsionalitas yang demi-
kizn ini secara tidak Iangsung mengan-
dung maksud tujuan untuk memper-
sulit atau membatasi senxiksimal mung-
kin penjatuhan pidana mati. Inilah
yang dimaksud bahwa sistem pe-
midanaan modern cenderung lebih
banyak “memanjakan” pelaku keja-
hatan. Sehubungan dengan hal tersebut
di atas, dan scjalan dengan perkem-
bangan viktimologi (ilmu tentang
korban kejuhatin) yang senmkin men-
dapat tempat dalam penyusun kebi-
jakan hukum pidana, maka konsep Is-
lam tentang qishash di atas sangat re-
levan untuk dipertimbangkan dalam
meletakkan kedudukan pidana mati
secara tepat dalam Konsep I(UHP Na-
siona] mendatang.

Berdasarkan analisa teoritis dan
penmparan mengenai bebxerapa contoh
kajian kontekstual sebagaimana diurai-
kan di atas, maka dapat disimpulkan
balrwa secara prediktif, hukum pidana

“Ibtd.
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Islam adalah berprospek atau memiliki
peluang besar untuk memberikan kon-
tribusi bagi upaya pembaharuan hu-
kum pidana nasional yang akan da-
tang. Untuk mengisi peluang kontri-
butif tersebut, maka yang perlu terus
dikembangkan ialah pemikiran-pe-
mikiran atau gagasan mengenai kon-
sep-konsep dasar hukum pidana Is-
lam yang mencerminkan kemampuan
responsif terhadap setiap perkembang-
an (khususnya fenomena hukum dan
kejahatan) yang terjudi dalam kehi-
dupan masyamkat yang dinumis. e
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